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KATA PENGANTAR 

Berdasarkan data backlog yang diperoleh dari situs Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia, bekerja sama dengan Kementrian Keuangan (www.ppdpp.id), pada tahun 

2010, secara prosentase, 78% dari Keluarga di Indonesia telah mempunyai rumah tinggal sendiri. Pada 

tahun 2015, prosentase tersebut meningkat menjadi 82,63%. Di tahun 2010, ada sekitar 13,5 juta 

keluarga tidak mempunyai rumah. Jumlah ini menurun menjadi 11,3 juta di tahun 2015. Hasil survei 

ini menunjukkan perbaikan secara nasional. Namun, jika melihat survei berdasarkan provinsi, akan 

lebih terlihat bahwa pada beberapa provinsi tertentu, backlog masih menjadi momok, yaitu antara lain 

di provinsi DKI Jakarta sebesar 51% dan Kepulauan Riau sebesar 67%. Backlog di DKI Jakarta adalah 

backlog terbesar dari seluruh provinsi lain di Indonesia. Tentunya, pembicaraan tentang backlog 

perumahan juga perlu memprioritaskan bagaimana menekan jumlah backlog di Jakarta bisa ditekan, 

selain kota-kota lainnya. 

Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

berpenghasilan rendah. Rumah susun umum sering dikenal juga dengan nama rusunami atau rumah 

susun sederhana. Masyarakat berpenghasilan rendah diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh satuan rumah 

susun umum.  

Tulisan ini secara esensi berupa kompilasi insentif yang tersebar di berbagai sektor peraturan 

perundang-undangan (i) bagi para pengembang yang mengembangkan rumah susun umum atau rumah 

susun sederhana dan (ii) konsumen perumahan yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. 

Kami berharap kompilasi singkat dan sederhana ini bermanfaat bagi para pengembang dan konsumen 

yang terlibat dengan rumah susun umum atau rumah susun sederhana. Secara khusus, kami berharap 

agar para pengembang, setelah mengerti acuran regulasi yang ada, menjadi lebih berani dan yakin untuk 

mengembangkan rumah susun umum di Indonesia, sehingga jumlah backlog semakin diturunkan. 

 

3 Oktober 2017 

Eddy Marek Leks 
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INSENTIF ATAU KERINGANAN BAGI PARA PENGEMBANG DAN KONSUMEN TERKAIT 

RUMAH SUSUN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 

A. Dasar Hukum 

1. Pasal 88 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011; 

2. Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988; 

3. Pasal 3 Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 1991; 

4. Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2009; 

5. Keputusan Menteri PUPR No. 552 Tahun 2016. 

B. Jenis Insentif untuk Pengembang 

1. fasilitas dalam pengadaan tanah; 

2. fasilitas dalam proses sertifikasi tanah; 

3. fasilitas dalam proses perizinan; 

4. fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah; 

5. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 

6. bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

C. Pemberian Insentif Rumah Susun Sederhana (“Rusuna”) di wilayah DKI Jakarta 

1. Penetapan lokasi Rusuna dapat diusulkan oleh pengembang sesuai Rencana Tata Ruang 

Wilayah DKI Jakarta dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun, Pemda 

DKI Jakarta dapat memberikan bantuan pembangunan prasarana dan sarana 

(infrastruktur) menuju lokasi kepada pengembang. 

2. Pembangunan Rusuna dapat diberikan kelonggaran berupa penyesuaian KLB sepanjang 

tersedia infrastruktur yang memadai, yang terbagi dalam 3 typologi: 

a. typologi 1 (PSL-Padat): (i) luas daerah perencanaan paling sedikit 4.000 m2 dan 

paling tinggi 30.000 m2; (ii) kepadatan penduduk paling tinggi 3.500 jiwa per 

hektar dan KLB paling tinggi 3,5; (iii) kepadatan penduduk paling tinggi 4.000 jiwa 

per hektar dengan KLB paling tinggi 4 diizinkan pada lokasi yang berdekatan 

dengan terminal/stasiun/halte yang terkait dengan pengembangan sistem angkutan 

transportasi umum dalam radius 400 meter. 

b. typologi 2 (PSL Kurang Padat): (i) luas daerah perencanaan paling sedikit 10.000 

m2 dan paling tinggi 30.000 m2; (ii) kepadatan penduduk paling tinggi 30.000 jiwa 

per hektar dan KLB paling tinggi 3; (iii) kepadatan penduduk paling tinggi 3.500 

jiwa per hektar dengan KLB paling tinggi 3,5 diizinkan pada lokasi yang berdekatan 

dengan terminal/stasiun/halte yang terkait dengan pengembangan sistem angkutan 

transportasi umum dalam radius 400 meter. 

c. typologi 3 (PSL Tidak Padat): (i) luas daerah perencanaan paling sedikit 10.000 m2 

dan paling tinggi 30.000 m2; (ii) kepadatan penduduk paling tinggi 2.500 jiwa per 
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hektar dan KLB paling tinggi 2,5; (iii) kepadatan penduduk paling tinggi 3.000 jiwa 

per hektar dan KLB paling tinggi 3 diizinkan pada lokasi yang berdekatan dengan 

terminal/stasiun/halte yang terkait dengan pengembangan sistem angkutan 

transportasi umum dalam radius 400 meter. 

D. Ketentuan Harga Jual 

Ketentuan luas yang dapat dikategorikan Rusuna dan berhak mendapatkan insentif ialah 

dengan luas unit minimal 21 m2 dan luas unit tersebut tidak melebihi 36 m2, dengan batasan 

harga jual sebagai berikut: 

No. Wilayah Harga Jual/m2 

maks (Rp) 

Harga Jual/unit 

maks (Rp) 

1.  Kota Jakarta Barat 8.900.000 320.400.000 

2.  Kota Jakarta Selatan 9.200.000 331.200.000 

3.  Kota Jakarta Timur 8.800.000 316.800.000 

4.  Kota Jakarta Utara 9.600.000 345.600.000 

5.  Kota Jakarta Pusat 9.300.000 334.800.000 

6.  Kota/Kab Tangerang dan Kota 

Tangerang Selatan 

8.400.000 302.400.000 

7.  Kota Depok 8.500.000 306.000.000 

8.  Kota/Kab Bogor 8.600.000 309.600.000 

9.  Kota/Kab Bekasi 8.400.000 302.400.000 

10.  Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 8.500.000 306.000.000 

11.  Provinsi Sumatera Utara 7.800.000 280.800.000 

12.  Provinsi Sumatera Barat 8.800.000 316.800.000 

13.  Provinsi Riau 9.500.000 342.000.000 

14.  Provinsi Kepulauan Riau 10.000.000 360.000.000 

15.  Provinsi Jambi 8.800.000 316.800.000 

16.  Provinsi Bengkulu 8.000.000 288.000.000 

17.  Provinsi Sumatera Selatan 8.700.000 313.200.000 

18.  Provinsi Bangka Belitung 8.900.000 320.400.000 

19.  Provinsi Lampung 8.000.000 288.000.000 

20.  Provinsi Banten (kecuali Kota/Kab 

Tangerang dan Kota Tangerang 

Selatan 

7.600.000 273.600.000 

21.  Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota 

Depok, Kota/Kab Bogor, Kota/Kab 

Bekasi 

7.300.000 262.800.000 
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22.  Provinsi Jawa Tengah 7.200.000 259.200.000 

23.  DIY Yogyakarta 7.300.000 262.800.000 

24.  Provinsi Jawa Timur 7.200.000 259.200.000 

25.  Provinsi Bali 8.300.000 298.800.000 

26.  Provinsi Nusa Tenggara Barat 7.400.000 266.400.000 

27.  Provinsi Nusa Tenggara Timur 8.600.000 309.600.000 

28.  Provinsi Kalimantan Barat 9.700.000 349.200.000 

29.  Provinsi Kalimantan Tengah 9.400.000 33.400.000 

30.  Provinsi Kalimantan Utara 9.800.000 352.800.000 

31.  Provinsi Kalimantan Timur 9.900.000 356.400.000 

32.  Provinsi Kalimantan Selatan 9.000.000 324.000.000 

33.  Provinsi Sulawesi Utara 7.800.000 280.800.000 

34.  Provinsi Gorontalo 8.300.000 298.800.000 

35.  Provinsi Sulawesi Tengah 6.900.000 248.400.000 

36.  Provinsi Sulawesi Tenggara 8.200.000 295.200.000 

37.  Provinsi Sulawesi Barat 8.700.000 313.200.000 

38.  Provinsi Sulawesi Selatan 7.300.000 262.800.000 

39.  Provinsi Maluku 7.600.000 273.600.000 

40.  Provinsi Maluku Utara 9.600.000 345.600.000 

41.  Provinsi Papua 15.700.000 565.200.000 

42.  Provinsi Papua Barat 10.700.000 385.200.000 
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E. Matriks Insentif/Keringanan 

No. Insentif/Keringanan Tarif Syarat dan Ketentuan Dasar 

Hukum 

Bagi Pengembang 

1.  Keringanan Retribusi 

Pelayanan Kota; 

Pelayanan Pekerjaan 

Umum; Pelayanan 

Penerangan Jalan 

Umum dan Sarana 

Jalan Umum; dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Daerah di Wilayah 

DKI Jakarta 

50% dari 

retribusi 

terhutang 

Merupakan permohonan pelayanan 

perizinan pertama dan tidak berlaku 

untuk permohonan berikutnya pada 

lokasi yang sama dengan fungsi yang 

berbeda. Retribusi tersebut diberikan 

terhadap pembangunan Rusuna yang 

memenuhi kriteria antara lain: 

a. Rusuna yang dibangun dengan 

harga terjangkau bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (“MBR”) 

yang ditetapkan bersama antara 

Pengembang dan Pemda DKI 

Jakarta; 

b. Rusuna yang dibangun sesuai 

dengan keserasian lingkungan 

yang terintegrasi dalam Rencana 

Rinci Tata Ruang Wilayah 

Kecamatan (RRTRW-C). 

Pasal 1, 

Pasal 2, dan 

Pasal 3 

Peraturan 

Gubernur 

DKI 

Jakarta No. 

71 Tahun 

2008  

2.  Keringanan Pajak 

Penghasilan (“PPh”) 

1% PPh 

dari 

jumlah 

bruto nilai 

pengaliha

n hak atas 

tanah 

dan/atau 

bangunan 

Kriteria Rusuna yang dikenakan PPh 

1% adalah sesuai dengan kriteria 

Rusuna yang mendapat fasilitas 

dibebaskan dari pengenaan PPN 

sebagaimana diuraikan pada Bagian 

Huruf F, Tabel Batasan Harga Unit 

Rusuna yang dibebaskan PPN. 

Pasal 2 ayat 

1 huruf b 

dan Pasal 4 

Peraturan 

Pemerintah 

No. 34 

Tahun 2016  

Bagi Konsumen 

3.  Pembebasan Pajak 

Pertambahan Nilai 

(“PPN”) 

0% PPN 

(bebas 

PPN)  

1. Luas untuk setiap hunian paling 

sedikit 21 m2 dan tidak melebihi 

36 m2; 

2. Pembangunannya mengacu kepada 

Pasal 1 ayat 

(2) huruf j 

Peraturan 

Pemerintah 
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No. Insentif/Keringanan Tarif Syarat dan Ketentuan Dasar 

Hukum 

Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pekerjaan 

umum dan perumahan rakyat; 

3. Merupakan unit hunian pertama 

yang dimiliki, digunakan sendiri 

sebagai tempat tinggal dan tidak 

dipindahtangankan dalam jangka 

waktu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di 

bidang rumah susun; dan 

4. Harga jual tidak melebihi batasan 

harga jual sebagaimana diuraikan 

pada Bagian Huruf F, Tabel 

Batasan Harga Unit Rusuna yang 

dibebaskan PPN. 

No. 81 

Tahun 

2015, Pasal 

2 Peraturan 

Menteri 

Keuangan 

No. 

113/PMK.0

3/2014  

 

4.  Pembebasan Bea 

Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

(“BPHTB”) di 

Wilayah DKI Jakarta 

0% 

BPHTB 

(bebas 

BPHTB) 

untuk 

wilayah 

DKI 

Jakarta 

Pembebasan BPHTB diberikan kepada 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

memperoleh hak atas tanah dan/atau 

bangunan karena jual beli atau 

pemberian hak baru pertama kali 

dengan NJOP sampai dengan 

Rp2.000.000.000 dengan cara 

mengajukan permohonan. 

Pasal 2 dan 

Pasal 3 

Peraturan 

Gubernur 

DKI 

Jakarta No. 

193 Tahun 

2016  

5.  Kredit Pemilikan 

Rumah Susun 

Sederhana (“KPRS”) 

Bersubsidi 

Suku 

bunga 5% 

per tahun 

sesuai dan 

diberikan 

bantuan 

uang 

muka 

sebesar 

Rp4.000.0

1. Batasan jumlah penghasilan per 

bulan bagi MBR yang dapat 

memperoleh KPRS Bersubsidi 

adalah Rp7.000.000. 

2. KPRS Bersubsidi diberikan kepada 

MBR yang berpenghasilan 

sebagaimana yang diuraikan diatas 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. nilai KPRS paling banyak 

sebesar harga jual Rusuna 

Pasal 16, 

Pasal 22, 

Pasal 37 

Peraturan 

Menteri 

Pekerjaan 

Umum dan 

Perumahan 

Rakyat No. 

21/Prt/M/2
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No. Insentif/Keringanan Tarif Syarat dan Ketentuan Dasar 

Hukum 

00 dikurangi dengan nilai uang 

muka yang ditetapkan oleh bank 

pelaksana; 

b. suku bunga KPRS paling tinggi 

5% per tahun sudah termasuk 

premi asuransi jiwa, asuransi 

kebakaran, dan asuransi kredit; 

c. suku bunga sebagaimana 

dimaksud pada huruf b bersifat 

tetap selama jangka waktu 

kredit (fixed rate mortgage) 

dengan metode perhitungan 

bunga tahunan (annuity) atau 

bunga efektif sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku pada 

bank pelaksana; 

d. jangka waktu KPRS disepakati 

oleh bank pelaksana dan MBR 

yang disesuaikan dengan 

kemampuan membayar 

angsuran oleh MBR atau paling 

lama 20 tahun; 

e. membeli Rusuna dengan harga 

jual tidak melebihi batasan 

harga jual yang ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri; 

f. akan menghuni Rusuna sebagai 

tempat tinggal dalam jangka 

waktu paling lambat 1 (satu) 

tahun setelah serah terima; 

g. tidak akan menyewakan 

dan/atau mengalihkan 

kepemilikan Rusuna dengan 

bentuk perbuatan hukum 

016 dan 

Kepmen 

PUPR No. 

552 Tahun 

2016  
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No. Insentif/Keringanan Tarif Syarat dan Ketentuan Dasar 

Hukum 

apapun, kecuali: (i) 

debitur/nasabah meninggal 

dunia (pewarisan); (ii) 

penghunian telah melampaui 20 

tahun; atau (iii) pindah tempat 

tinggal sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

dan 

h. belum pernah menerima subsidi 

perolehan pemilikan rumah 

susun/tapak dari Pemerintah. 

 

F. Tabel Batasan Harga Unit Rusuna yang dibebaskan PPN 

No. Zona Tahun 2017 Tahun 2018 

1.  Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi) 

Rp123.000.000 Rp130.000.000 

2.  Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, 

Tangerang, Bekasi) 

Rp141.000.000 Rp148.000.000 

3.  Sumatera (kecuali Kep. Riau dan Bangka 

Belitung) 

Rp123.000.000 Rp130.000.000 

4.  Kalimantan Rp135.000.000 Rp142.000.000 

5.  Sulawesi Rp129.000.000 Rp136.000.000 

6.  Maluku dan Maluku Utara Rp141.000.000 Rp148.500.000 

7.  Bali dan Nusa Tenggara Rp141.000.000 Rp148.500.000 

8.  Papua dan Papua Barat Rp193.500.000 Rp205.000.000 

9.  Kep. Riau dan Bangka Belitung Rp129.000.000 Rp136.000.000 
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